[image: ]


	

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA

	 NOMOR  188.45/ 148 /KUM/2015

	

	TENTANG



IZIN LINGKUNGAN
	KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK CPO
PT. ANUGERAH SAWIT INTI HARAPAN (ASIH) DI KECAMATAN TABUNGANEN    DAN TAMBAN, KABUPATEN BARITO KUALA,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



	BUPATI BARITO KUALA,



	Menimbang
	:
	a.
	bahwa rencana kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH) di Jalan Desa Tanggul Rejo, Beringin Kencana, Sekata Baru Kecamatan Tabunganen     dan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); 

	
	
	
	

	
	
	b.
	bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;

	
	
	
	

	
	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang izin lingkungan pada kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH) di Jalan Desa Tanggul Rejo, Beringin Kencana, Sekata Baru Kecamatan Tabunganen       dan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan; 

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Tahun 1959 Nomor 72, Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

	
	
	
	

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2013);

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang  Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia        Tahun 2004   Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

	
	
	
	

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4725);

	
	
	
	

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5025);

	
	
	
	

	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

	
	
	
	

	
	
	7.
	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5063);

	
	
	
	

	
	
	8.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 5234);

	
	
	
	

	
	
	9.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5587);

	
	
	
	

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999  tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999  Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

	
	
	
	

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999     Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3816);

	
	
	
	


	
	
	12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3853);

	
	
	
	

	
	
	13.
	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001        Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

	
	
	
	

	
	
	14.
	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60       Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45  Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5056);

	
	
	
	

	
	
	15.
	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4655);

	
	
	
	

	
	
	16.
	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4833);

	
	
	
	

	
	
	17.
	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4858 );

	
	
	
	

	
	
	18.
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral   dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24   Tahun   2012   tentang   Perubahan   Atas   Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

	
	
	
	

	
	
	19
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 5221);

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	20.
	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

	
	
	
	

	
	
	21.
	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;

	
	
	
	

	
	
	22.
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

	
	
	
	

	
	
	23.
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

	
	
	
	

	
	
	24.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

	
	
	
	

	
	
	25.
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

	
	
	
	

	
	
	26
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

	
	
	
	

	
	
	27.
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan HIdup;

	
	
	
	

	
	
	28.
	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

	
	
	
	

	
	
	29.
	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal KHusus untuk Kepentingan Sendiri;

	
	
	
	

	
	
	30.
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

	
	
	
	

	
	
	31.
	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Tahun 1959 Nomor 72, Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	32.
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2013);

	
	
	
	

	
	
	33.
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang  Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia        Tahun 2004   Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

	
	
	
	

	
	
	34.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4725);

	
	
	
	

	
	
	35.
	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik   Indonesia   Tahun 1959 Nomor 72, Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

	
	
	
	

	
	
	36.
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2013);

	
	
	
	

	
	
	37.
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang  Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia        Tahun 2004   Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

	
	
	
	

	
	
	38.
	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17) ;

	
	
	
	

	
	
	39.
	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6) ;

		
MEMUTUSKAN :


	Menetapkan
	:
	

	
	
	

	KESATU
	:
	Izin Lingkungan kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH) di Jalan Desa Tanggul Rejo, Beringin Kencana, Sekata Baru Kecamatan Tabunganen dan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan;

	KEDUA
	:
	Memberikan Izin Lingkungan kepada :

	
	
	1.
	Nama Pemrakarsa
	:
	Direktur PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH)

	
	
	
	
	
	

	
	
	2.
	Jenis Usaha                 dan/atau kegiatan
	:

	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	3.
	Penanggungjawab
	:
	H. Fatwa Aji Lanang Nugraha 
Selaku Direktur PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH)

	
	
	
	
	
	

	
	
	4.
	Alamat Kantor
	:
	Jl. Sultan Adam RT 024 Ruko No 10 Kelurahan Antasan Kecil Timur Banjarmasin 70123 

	
	
	5.
	Status Permodalan
	:
	PMDN.

	
	
	6.
	Lokasi Kegiatan
	:
	Jl. Desa Tanggul Rejo, Beringin Kencana, Sekata Baru, Kecamatan Tabunganen dan Tamban Kabupaten Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan.


	KETIGA
	:
	Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH) di Jalan Desa Tanggul Rejo, Beringin Kencana, Sekata Baru Kecamatan Tabunganen dan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang meliputi ;

	
	
	1)
	Lokasi keseluruhan tapak proyek kegiatan di seluas adalah ±  1.549,066 Ha dan Kapasitas Pabrik 30 ton tbs/jam yang terletak di Jalan Desa Tanggul Rejo, Beringin Kencana, Sekata Baru Kecamatan Tabunganen dan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

	
	
	2)
	Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO meliputi beberapa tahap yaitu Tahap Pra Konstruksi meliputi Perizinan dan Pengadaan Lahan. Pada tahap Konstruksi meliputi Penerimaan dan Pengerahan Sumberdaya Manusia, Pembukaan lahan, Konstruksi bangunan, sarana prasarana dan mobilisasi peralatan, Pembibitan Kelapa Sawit, Pengadaan Lahan untuk pembibitan, Penanaman kelapa sawit dan cover crop, Pemeliharaan Tanaman belum menghasilkan, Pembangunan Pabrik Kelapa sawit.

	
	
	3)
	Kegiatan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO meliputi kegiatan Pemeliharaan tanaman menghasilkan (TM), Pemanenan kelapa sawit, Pengangkutan Kelapa Sawit, Operasional Pabrik Kelapa Sawit. Pada tahap Pasca Operasi meliputi Pemutusan Hubungan Kerja.

	
	
	

	KEEMPAT
	:
	PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan Operasi yang terdiri atas Izin usaha dan/atau Izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya ;

	
	
	

	KELIMA
	:
	Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.


	KEENAM
	:
	PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH), dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini.

	
	
	

	KETUJUH
	:
	Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini. 

	
	
	

	KEDELAPAN
	:
	Instansi Pemberi Izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagai ketentuan dalam Izin melakukan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH) di Jalan Desa Tanggul Rejo, Beringin Kencana, Sekata Baru Kecamatan Tabunganen dan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

	
	
	

	KESEMBILAN
	:
	Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

	
	
	

	KESEPULUH
	:
	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

	
	
	

	KESEBELAS
	:
	Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Izin Lingkungan ini kepada :

	
	
	
	

	
	
	1.
	Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Up. Deputi Bidang Tata Lingkungan, di Jakarta;

	
	
	2.
	Bupati Barito Kuala, Up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, di Marabahan;

	
	
	3.
	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, di Marabahan;

	
	
	4.
	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Kuala, di Marabahan;.

	
	
	5.
	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Kuala

	
	
	6.
	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala



	KEDUABELAS
	:
	Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan             di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS  untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

	
	
	

	KETIGABELAS
	:
	Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan  oleh               Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO                PT. Anugerah Sawit Inti Harapan (ASIH) di Jalan Desa Tanggul Rejo, Beringin Kencana, Sekata Baru Kecamatan Tabunganen dan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, pada Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO dalam Izin Lingkungan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	
	
	

	KEEMPATBELAS
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

	

	
		         Ditetapkan di Marabahan  
         pada tanggal 10 April 2015
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	H.  HASANUDDIN MURAD
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11

13.

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/329/KUM/2012 tentang Pengguna

: Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran
2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMarabahan
Pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI BARITO KUALA,

B ™

. .

H. HASANUDDIN MURAD




